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Abstract

The development of the legal paradigm from a formalistic approach toward substantive
justice requires the integration of magasid al-syari‘ah into the practice of religious courts.
However, the application of magqadsid al-syari‘ah in judicial decisions still tends to be
limited and unsystematic, creating a gap between legal rulings and the community’s
sense of justice. This study aimed to analyze the application of maqasid al-syari‘ah in
judicial decisions in religious courts and its contribution to the realization of substantive
justice. This study used a qualitative approach with a literature study design focusing on
document analysis of religious court decisions and scholatly journal articles. Data were
collected through documentation and systematic searches of credible sources selected
through purposive and snowball sampling, and were then analyzed using an interactive
model with a thematic approach to identify major patterns and categories. The results
showed that the application of magasid al-syari‘ah in judicial decisions was not yet
uniform and was divided into three main patterns, namely implicit, partial, and explicit
but not yet systematic. These variations were influenced by judges’ internal factors,
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limitations of the legal system, and social dynamics. The research findings also showed
that the integration of magaSid al-syari‘ab contributed significantly to strengthening
substantive justice, particulatly in increasing the sensitivity of decisions to public benefit
and the protection of vulnerable groups. The conclusion of this study emphasizes the
importance of strengthening methodological frameworks and operational guidelines for
systematically integrating magasid al-syari‘ah into legal discovery. The implications of this
study include the development of a more substantive theory of Islamic law, the
enhancement of judges’ capacity, and the reform of religious court policies oriented
toward public benefit.

Keywords: Magasid Al-Syari‘ab; Judicial Decisions; Substantive Justice; Legal
Discovery; Religious Courts

Abstrak: Perkembangan paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif
menuntut integrasi maqasid al-syari‘ah dalam praktik peradilan agama. Namun, penerapan mwagasid al-
syari‘ah dalam putusan hakim masih cenderung terbatas dan belum sistematis, sehingga menimbulkan
kesenjangan antara putusan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penerapan maqaSid al-syari‘ah dalam putusan hakim di pengadilan agama serta
kontribusinya terhadap terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi pustaka yang berfokus pada analisis dokumen berupa putusan
pengadilan agama dan artikel jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran
sistematis terhadap sumber-sumber kredibel yang dipilih secara purposive dan snowball sampling,
kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dengan pendekatan tematik untuk
mengidentifikasi pola dan kategori utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan magasid
al-syari‘ab dalam putusan hakim belum seragam dan terbagi ke dalam tiga pola utama, yaitu implisit,
parsial, serta eksplisit tetapi belum sistematis. Variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal hakim,
keterbatasan sistem hukum, dan dinamika sosial. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa
integrasi magqasid al-syari‘ah berkontribusi signifikan terhadap penguatan keadilan substantif, terutama
dalam meningkatkan sensitivitas putusan terhadap kemaslahatan dan petlindungan kelompok rentan.
Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka metodologis dan pedoman
operasional untuk mengintegrasikan maqasid al-syari‘ab secara sistematis dalam penemuan hukum.
Implikasi penelitian ini mencakup pengembangan teori hukum Islam yang lebih substantif,
peningkatan kapasitas hakim, serta reformasi kebijakan peradilan agama yang berorientasi pada
kemaslahatan.

Kata Kunci: Magasid Al-Syari'ah; Putusan Hakim; Keadilan Substantif; Penemuan Hukum;
Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma
dari keadilan formal menuju keadilan substantif, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian
hukum, tetapi juga pada nilai kemanfaatan dan keadilan sosial (Al Husen et al., 2026). Dalam
konteks hukum Islam, pendekatan ini selaras dengan konsep magasid al-syari‘ah yang

menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia (Ramadhani &
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Kurniati, 2026). Secara global, para sarjana hukum Islam kontemporer menekankan
pentingnya integrasi maqasid dalam praktik hukum modern sebagai respons terhadap
kompleksitas sosial yang terus berkembang (Kamali, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa
maqasid tidak hanya relevan sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis

dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Magasid  al-syari’ah merupakan tujuan fundamental dari syariat Islam dalam
mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara klasik, 7agasid mencakup perlindungan terhadap
lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mustafa, 2014). Dalam
perkembangan kontemporer, magasid tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif, tetapi
juga sebagai pendekatan metodologis dalam penemuan hukum. Kajian terbaru menegaskan
bahwa maqasid dapat berfungsi sebagai kerangka analisis yang fleksibel dalam menjawab
persoalan hukum modern (Fajri et al., 2025), termasuk dalam konteks peradilan. Dengan
demikian, maqasid menjadi landasan penting dalam menilai apakah suatu putusan hukum

telah mencerminkan nilai keadilan yang substantif.

Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, pengadilan agama memiliki peran
strategis dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun
demikian, praktik putusan hakim di pengadilan agama masih menunjukkan kecenderungan
dominasi pendekatan legalistik formalistik. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa
hakim lebih sering merujuk pada teks undang-undang dan figh klasik tanpa eksplorasi
mendalam terhadap tujuan hukum itu sendiri (Ashari, 2024). Kondisi ini menyebabkan
adanya kesenjangan antara putusan yang dihasilkan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh

masyarakat, terutama dalam perkara keluarga.

Fenomena tersebut diperkuat oleh temuan penelitian lapangan yang mengindikasikan
bahwa sebagian hakim belum secara cksplisit menggunakan kerangka magasid dalam
pertimbangan hukumnya. Hasil dari beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan waqasid
sering kali bersifat implisit dan tidak terstruktur (Suhaili, 2025). Selain itu, keterbatasan
pelatihan dan panduan teknis mengenai integrasi magasid dalam proses penemuan hukum
turut menjadi faktor penghambat. Akibatnya, putusan yang dihasilkan cenderung variatif dan

berpotensi menimbulkan disparitas hukum (P. A. Maharani et al., 2019).

Dari perspektif sosial dan budaya, kondisi ini menjadi penting untuk diteliti karena

pengadilan agama merupakan lembaga yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat
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Muslim di Indonesia. Putusan hakim tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga
pada stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan legitimasi institusi peradilan. Oleh karena itu,
penerapan prinsip-prinsip magasid yang berorientasi pada kemaslahatan menjadi krusial
dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan adil oleh

masyarakat.

Meskipun kajian mengenai wagqasid al-syari‘ah telah berkembang pesat dalam literatur
akademik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif.
Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan magasid dalam putusan hakim masih
terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna,
pengalaman, dan proses pengambilan keputusan hakim. Selain itu, belum banyak studi yang
mengintegrasikan analisis maqgasid dengan konsep keadilan substantif secara empiris dalam

konteks pengadilan agama di Indonesia.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih
komprehensif dan mendalam untuk memahami bagaimana magasid al-syari‘ah diterapkan
dalam praktik peradilan. Pendekatan kualitatif menjadi relevan karena memungkinkan
peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih detail perspektif hakim, dinamika proses
penemuan hukum, serta konteks sosial yang memengaruhi putusan. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil putusan, tetapi juga pada proses dan

pertimbangan yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan
maqasid al-syari‘ah dalam putusan hakim di pengadilan agama serta mengevaluasi
kontribusinya terhadap keadilan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi teoretis berupa pengembangan model konseptual integrasi maqasid dalam
penemuan hukum, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi hakim dan pembuat
kebijakan dalam meningkatkan kualitas putusan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan perspektif baru yang relevan bagi

pengembangan hukum Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (/brary

research) untuk menganalisis secara mendalam penerapan magasid al-syari‘ah dalam putusan
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hakim serta kaitannya dengan keadilan substantif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan
penelitian berfokus pada eksplorasi konsep, interpretasi hukum, dan analisis kritis terhadap
putusan pengadilan serta literatur akademik, sehingga tidak memerlukan interaksi langsung
dengan partisipan di lapangan. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu 2 minggu dengan
berupa basis data digital seperti jurnal ilmiah bereputasi, putusan pengadilan agama yang

dipublikasikan secara resmi, serta buku-buku hukum Islam kontemporer.

Subjek penelitian dalam konteks ini adalah dokumen dan teks, termasuk putusan
hakim, artikel jurnal ilmiah, literatur hukum Islam kontemporer, dan karya ilmiah yang
relevan. Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria:
(1) relevan dengan tema magasid dan putusan hakim, (2) diterbitkan dalam rentang waktu
2016-2026 untuk artikel ilmiah, dan (3) memiliki kredibilitas akademik (terindeks atau
diterbitkan oleh penerbit bereputasi). Teknik snowball sampling juga digunakan untuk
meneclusuri referensi tambahan dari daftar pustaka sumber utama. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan pengklasifikasian
sumber-sumber tertulis, serta didukung oleh teknik triangulasi literatur untuk memastikan

kelengkapan dan kedalaman data (Snyder, 2019).

Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teori (Wijaya,
2019), yaitu membandingkan berbagai literatur dan putusan untuk memperoleh konsistensi
temuan, serta audit trail untuk mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis
data secara sistematis. Karena penelitian ini berbasis pustaka, teknik member checking tidak
digunakan secara langsung, namun digantikan dengan validasi melalui kesesuaian
argumentasi dengan sumber primer yang kredibel. Analisis data dilakukan menggunakan
model interaktif Miles & Huberman (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024), yang meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang. Selain itu, digunakan analisis
tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan kategori terkait penerapan magasid dalam
putusan hakim serta hubungannya dengan keadilan substantif. Proses analisis dilakukan
secara induktif dengan menekankan pada interpretasi makna dan konstruksi konseptual,
sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan replikasi terbatas oleh peneliti lain melalui akses

terhadap sumber data yang sama dan prosedur analisis yang transparan.
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HASIL

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai literatur akademik dan putusan
pengadilan agama, penelitian ini menemukan bahwa penerapan magaSid al-syari‘ah dalam
putusan hakim belum bersifat seragam dan masih berada dalam tahap perkembangan.

Temuan penelitian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama sebagai berikut:
Pola Penerapan Maqasid al-Syari‘ah dalam Putusan Hakim

Pertama, penerapan implisit, dalam praktik peradilan tidak sedikit putusan hakim
yang secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai magasid al-syari‘ah, meskipun tidak
dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Hal ini tampak, misalnya, dalam
perkara hak asuh anak (hadanah), di mana hakim kerap menjadikan prinsip “kepentingan
terbaik bagi anak’ (#he best interest of the child) sebagai dasar utama pengambilan keputusan (tara
Ninditya & Hidayat, 2026). Pendekatan ini sejatinya selaras dengan tujuan perlindungan jiwa
(hifz al-nafs) dan kebetlangsungan keturunan (h#fz al-nasl). Selain itu, dalam perkara ekonomi
syariah, pertimbangan terkait keadilan dan kemaslahatan juga sering muncul secara implisit

dalam upaya melindungi hak-hak para pihak (Ayu & Azzak, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa secara substantif hakim telah menginternalisasi
nilai-nilai zagasid, meskipun belum didukung oleh kesadaran metodologis yang terstruktur
dan eksplisit. Dengan kata lain, magasid hadir sebagai “ruh” pertimbangan, bukan sebagai
kerangka analisis yang disadari. Ketiadaan formulasi eksplisit menyebabkan penerapan
maqasid menjadi tidak terstandarisasi, sulit direplikasi, dan tidak mudah diukur secara
akademik. Hal ini juga berpotensi menghambat pengembangan yurisprudensi berbasis

maqasid karena tidak adanya rujukan metodologis yang jelas dalam putusan.

Kedua, penerapan parsial, sebagian putusan menunjukkan adanya penggunaan
maqasid secara terbatas, baik dari segi cakupan maupun kedalaman analisis. Misalnya, hakim
hanya menckankan aspek petlindungan harta (h#fz al-mal) dalam sengketa ekonomi syariah
tanpa mengaitkannya dengan dimensi lain seperti keadilan sosial atau stabilitas keluarga
(Huda, 2019). Demikian pula, dalam perkara keluarga, perlindungan terhadap institusi
keluarga setring kali tidak diintegrasikan dengan aspek petlindungan agama (héfz al-din) atau
akal (hifz al-‘agl) (Ashari, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa 7agasid belum diposisikan sebagai kerangka berpikir

holistik, melainkan sekadar instrumen tambahan untuk memperkuat argumentasi hukum
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yang pada dasarnya masih bertumpu pada pendekatan tekstual (#assi). Pendekatan parsial
berpotensi menghasilkan putusan yang kurang komprehensif dan belum sepenuhnya
mencerminkan tujuan syariat secara menyeluruh. Akibatnya, potensi maqasid sebagai
paradigma integratif dalam penemuan hukum (rechtsvinding) belum dimanfaatkan secara
optimal, sehingga putusan cenderung bersifat sektoral dan kurang responsif terhadap

kompleksitas masalah kontemporer.

Ketiga, penerapan eksplisit namun tidak sistematis, dalam beberapa putusan, hakim
secara tegas menyebutkan konsep maqaSid al-syari‘ah sebagai dasar pertimbangan hukum.
Namun demikian, penyebutan tersebut sering kali tidak disertai dengan indikator operasional,
parameter analisis, atau metodologi yang baku. Misalnya, hakim menyatakan bahwa putusan
diambil demi kemaslahatan, tetapi tidak dijelaskan bagaimana kemaslahatan tersebut diukur,

ditimbang, dan diprioritaskan di antara berbagai kepentingan yang ada (Endri et al., 2020).

Hal ini mencerminkan adanya perkembangan kesadaran konseptual di kalangan
hakim mengenai pentingnya magasid, tetapi belum diiringi dengan penguasaan kerangka
metodologis yang memadai. Dengan kata lain, zagasid telah diakui sebagai landasan normatif,
namun belum difungsikan sebagai alat analisis yang sistematis. Ketidaksistematisan ini
membuka ruang terjadinya inkonsistensi antar putusan, baik dalam perkara sejenis maupun
berbeda. Selain itu, tanpa standar metodologi yang jelas, penggunaan magasid berpotensi
menjadi subjektif dan rentan terhadap bias interpretasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini
dapat menghambat upaya kodifikasi atau standardisasi hukum berbasis maqasid serta

melemahkan kepastian hukum (lega/ certainty).

Semua pola tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan waqasid al-syariah dalam
putusan hakim masih berada pada tahap transisi dari sekadar nilai implisit menuju kerangka
metodologis yang lebih sistematis. Oleh karena itu, diperlukan upaya konseptual dan
institusional untuk merumuskan pedoman operasional yang mampu menjembatani antara

teotl magasid dan praktik peradilan secara konsisten dan terukur.
Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Magqgasid

Penerapan maqasid al-syari‘ah dalam praktik peradilan tidak berlangsung dalam ruang
hampa. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara kapasitas individual hakim, konstruksi

sistem hukum, serta dinamika sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, analisis terhadap
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faktor-faktor yang memengaruhi menjadi penting untuk memahami mengapa penerapan

maqasid belum sepenuhnya optimal dan konsisten.

Pertama, faktor internal hakim, dimensi internal hakim merupakan faktor determinan
yang sangat berpengaruh terhadap sejauh mana magasid diintegrasikan dalam putusan. Latar
belakang pendidikan, misalnya, memainkan peran signifikan. Hakim yang dibentuk dalam
tradisi pendidikan fikih klasik cenderung lebih berorientasi pada pendekatan tekstual (7ass?)
dan kaidah-kaidah normatif yang rigid. Sebaliknya, mereka yang memiliki latar belakang
pendidikan hukum Islam yang lebih progresif atau interdisipliner cenderung lebih terbuka
terhadap pendekatan maqasid sebagai kerangka analisis yang dinamis (Bola et al., 2025). Selain
itu, tingkat pemahaman terhadap magasid al-syari‘ah juga menjadi faktor kunci. Pemahaman
yang bersifat konseptual tanpa penguasaan metodologi operasional akan membatasi
penerapan maqaSid hanya pada tataran normatif-retoris. Sebaliknya, hakim yang memiliki
pemahaman komprehensif meliputi hierarki kebutuhan (daririyyat, hajiyyat, tahsiiyyai), serta
teknik penalaran berbasis kemaslahatan cenderung mampu mengintegrasikan magasid secara

lebih sistematis (Suhaili, 2025).

Pengalaman menangani perkara juga tidak kalah penting. Hakim yang sering
berhadapan dengan kasus-kasus kompleks, seperti sengketa ekonomi syariah atau perkara
keluarga dengan dimensi sosial yang tinggi, biasanya memiliki sensitivitas lebih terhadap
pentingnya pendekatan magasid. Pengalaman ini membentuk intuisi yudisial (judicial sense)

yang memungkinkan hakim menyeimbangkan antara teks dan konteks.

Kedua, faktor eksternal sistem hukum, struktur sistem hukum nasional turut
memengaruhi ruang gerak penerapan magasid. Dominasi hukum positif nasional yang bersifat
kodifikatif sering kali membatasi kreativitas hakim dalam melakukan penemuan hukum
(rechtsvinding) (Hiariej, 2009). Dalam banyak kasus, hakim lebih terdorong untuk merujuk
secara ketat pada peraturan perundang-undangan daripada mengeksplorasi pendekatan

maqasid yang bersifat lebih fleksibel.

Keterbatasan pedoman teknis juga menjadi kendala signifikan. Hingga saat ini, belum
ada standar operasional atau gwideline yang secara spesifik mengatur bagaimana mwaqasid al-
syari'ah harus diterapkan dalam pertimbangan hukum. Akibatnya, hakim yang ingin
menggunakan magasid sering kali tidak memiliki rujukan metodologis yang memadai,

sehingga penerapannya menjadi sporadis dan tidak seragam. Selain itu, budaya hukum
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formalistik yang masih dominan dalam sistem peradilan turut memperkuat kecenderungan
tekstualistik. Budaya ini menempatkan kepastian hukum (lega/ certainty) sebagai prioritas
utama, sering kali dengan mengorbankan aspek keadilan substantif (Subroto & Lestari, 2024).
Dalam hal ini, maqaSid yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif belum

sepenuhnya mendapatkan ruang yang proporsional.

Ketiga, faktor sosial dan kontekstual, faktor sosial juga memberikan pengaruh yang
tidak dapat diabaikan. Tekanan sosial masyarakat, terutama dalam perkara yang sensitif
seperti perceraian, waris, atau sengketa ekonomi, sering kali memengaruhi arah pertimbangan
hakim (Nurudin, 2016). Dalam situasi tertentu, hakim perlu mempertimbangkan stabilitas

sosial dan penerimaan publik terhadap putusan yang diambil.

Kompleksitas kasus menjadi faktor lain yang mendorong penggunaan maqasid.
Perkara-perkara kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks klasik maupun
peraturan perundang-undangan menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.
Dalam kondisi ini, 7aqasid al-syari‘ah dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjembatani
kekosongan hukum (lga/ gap) sekaligus memastikan bahwa putusan tetap berorientasi pada
kemaslahatan (Suhaili, 2025). Di sisi lain, kebutuhan akan keadilan kontekstual semakin
menguat dalam masyarakat modern yang plural dan dinamis. Hakim dituntut tidak hanya
menghasilkan putusan yang sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial. Pendekatan
maqasid memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek non-tekstual seperti

kondisi sosial-ekonomi para pihak, nilai-nilai lokal, serta dampak jangka panjang dari putusan.

Penerapan magqasid al-syari‘ah tidak semata-mata merupakan persoalan normatif-
teoretis, melainkan juga dipengaruhi oleh konfigurasi struktural dan kultural dalam sistem
hukum. Interaksi antara faktor internal, eksternal, dan kontekstual membentuk dinamika
tersendiri yang menentukan apakah magasid dapat berfungsi sebagai paradigma utama atau
sekadar pelengkap dalam pertimbangan hukum. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan
maqasid memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada peningkatan
kapasitas individu hakim, tetapi juga reformasi sistem hukum dan penguatan budaya hukum

yang lebih substantif dan responsif.
Disparitas Putusan dan Variasi Pendekatan Hakim

Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas putusan dalam kasus yang serupa,

yang mengindikasikan variasi pendekatan di antara hakim dalam proses penalaran hukum.
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Sebagian hakim cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang berfokus pada ketentuan
normatif dan kepatuhan terhadap peraturan tertulis, sehingga putusan yang dihasilkan lebih
menckankan aspek kepastian hukum formal. Sebaliknya, terdapat hakim yang mengadopsi
pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi kemaslahatan, kondisi sosial
para pihak, serta dampak jangka panjang dari putusan (A. Maharani & Abdullah, 2024).
Pendekatan ini lebih dekat dengan kerangka maqasid al-syari‘ah yang menempatkan tujuan

hukum sebagai orientasi utama dalam penegakan keadilan.

Perbedaan pendekatan tersebut tidak terlepas dari latar belakang pendidikan,
pengalaman yudisial, serta tingkat pemahaman hakim terhadap konsep magasid. Hakim
dengan basis pendidikan yang lebih terbuka dan interdisipliner cenderung memiliki
fleksibilitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai 7aqasid ke dalam pertimbangan hukum. Selain
itu, pengalaman menangani perkara yang kompleks juga membentuk sensitivitas hakim
terhadap kebutuhan keadilan substantif. Dengan demikian, hakim yang memiliki wawasan
magqasid yang lebih komprehensif umumnya menghasilkan putusan yang lebih progresif,

adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Disparitas ini memiliki implikasi serius terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat. Perbedaan putusan dalam kasus yang sejenis tidak hanya menimbulkan
ketidakpastian bagi para pencari keadilan, tetapi juga membuka ruang bagi inkonsistensi
dalam penerapan hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi
hukum sebagai instrumen pengatur yang stabil dan dapat diprediksi. Selain itu, disparitas juga
berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama ketika putusan dianggap

bergantung pada subjektivitas hakim, bukan pada standar yang objektif.

Lebih jauh, belum adanya standar operasional yang jelas dalam penerapan waqasid al-
syari'ah menjadi faktor utama yang memperkuat terjadinya inkonsistensi tersebut. Tanpa
kerangka metodologis yang baku, maqasid cenderung digunakan secara variatif dan
situasional, sehingga sulit membangun keseragaman dalam praktik peradilan. Oleh karena itu,
diperlukan upaya sistematis untuk merumuskan pedoman yang tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga operasional, agar hakim memiliki acuan yang jelas dalam mengintegrasikan magasid
secara konsisten (Jauhari, 2024). Langkah ini penting untuk memperkuat kepastian hukum,
meningkatkan kualitas putusan, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap

lembaga pengadilan.
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Keterkaitan Maqasid dengan Keadilan Substantif

Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penerapan
maqasid al-syari‘ah dan terwujudnya keadilan substantif dalam putusan hakim. Putusan yang
mengintegrasikan nilai-nilai 7aqasid cenderung lebih sensitif terhadap perlindungan hak-hak
dasar para pihak, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak (Ashari, 2024).
Dalam konteks ini, magasid tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif; tetapi juga
sebagal instrumen analisis untuk memastikan bahwa putusan tidak merugikan pihak yang
secara struktural lemah. Dengan demikian, orientasi putusan bergeser dari sekadar kepatuhan
terhadap norma menuju perlindungan yang lebih konkret terhadap kemaslahatan. Selain itu,
pendekatan maqasid memberikan ruang fleksibilitas bagi hakim dalam menafsirkan hukum
secara kontekstual. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan
dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi suatu perkara (Ardi,
2017). Dalam situasi di mana norma hukum bersifat umum atau bahkan tidak memadai,
maqasid menjadi alat untuk menjembatani kekosongan hukum sekaligus menjaga relevansi

putusan dengan realitas yang dihadapi masyarakat.

Keadilan substantif dalam konteks ini tidak hanya diukur dari kesesuaian formal
dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana putusan mampu
menghaditkan manfaat (waslahah) dan mencegah kerugian (mafsadah) (Istirahat, 2023).
Artinya, suatu putusan dinilai adil apabila tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga
memberikan dampak positif yang nyata bagi para pihak dan lingkungan sosialnya. Pendekatan
ini menempatkan keadilan sebagai tujuan akhir, bukan sekadar konsekuensi dari penerapan
norma. Magasid berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan realitas sosial yang terus
berkembang (Muttagin & Nur, 2019). Temuan ini menegaskan bahwa hukum tidak cukup
dipahami sebagai sistem aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu
merespons kebutuhan masyarakat secara dinamis. Oleh karena itu, integrasi magasid dalam
praktik peradilan menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan yang dihasilkan tidak
hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, kontekstual, dan dirasakan secara nyata oleh

masyarakat.
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PEMBAHASAN

Penerapan maqasSid al-syari‘ah dalam putusan hakim memiliki keterkaitan erat dengan
teori penemuan hukum (rechtsvinding), khususnya dalam upaya menjembatani antara norma
hukum dan realitas sosial (Sabil, 2022). Penemuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai
proses menemukan aturan yang relevan, tetapi juga sebagai aktivitas intelektual untuk
menafsirkan, mengonstruksi, dan bahkan mengembangkan hukum agar tetap selaras dengan
tujuan keadilan (Sukmana et al., 2022). Dalam konteks ini, 7zaqgasid berperan sebagai orientasi
normatif yang memberikan arah terhadap proses interpretasi hukum. Namun demikian, hasil
penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara maqasid dan proses penemuan hukum masih
belum optimal. Hakim dalam banyak kasus masih cenderung memposisikan diri sebagai /
bouche de la loi sekadar corong undang-undang yang berfungsi menerapkan norma secara
mekanis (Falahadi et al., 2020). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem tertutup
yang kaku, sehingga ruang untuk eksplorasi tujuan hukum menjadi terbatas. Akibatnya,
dimensi magasid yang seharusnya menjadi roh dalam penalaran hukum belum sepenuhnya

teraktualisasi.

Dominasi paradigma positivistik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi
kondisi tersebut. Dalam paradigma ini, validitas hukum ditentukan oleh keberadaannya
dalam sistem peraturan tertulis, bukan oleh substansi keadilan yang dikandungnya
(Hermanto, 2016). Implikasinya, hakim lebih berorientasi pada kepastian hukum formal
dibandingkan dengan keadilan substantif. Hal ini menyebabkan magasid sering kali
dipinggirkan atau hanya digunakan sebagai pelengkap argumentasi, bukan sebagai kerangka
utama dalam proses rechtsvinding. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara
teori hukum Islam yang bersifat teleologis dan praktik peradilan yang masih bersifat normatif
positivistik. Padahal, dalam kerangka magasid, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan,
tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan
demikian, penemuan hukum seharusnya tidak berhenti pada pencarian norma, melainkan

juga mencakup analisis terhadap tujuan dan dampak dari penerapan norma tersebut.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menekankan pentingnya
pendekatan sistemik dalam memahami magaSid. Menurutnya, maqaSid harus diposisikan
sebagai kerangka berpikir yang menyeluruh (bolistic system approach), yang mencakup dimensi
keterbukaan, multidimensionalitas, dan keterkaitan antar unsur dalam sistem hukum

(Mattori, 2023). Dengan pendekatan ini, #aqasid tidak lagi dipahami secara parsial, melainkan

1652 AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora




Abd. Rahman, Kurniati, Zulhasari Mustafa

sebagai fondasi epistemologis dalam proses penalaran hukum. Lebih lanjut, pendekatan
sistemik tersebut menuntut adanya transformasi dalam cara hakim melakukan penemuan
hukum. Hakim tidak hanya dituntut memahami teks hukum, tetapi juga konteks sosial, nilai-
nilai keadilan, serta dampak jangka panjang dari putusan. Integrasi ini memungkinkan hakim
untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan dan

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pendekatan penemuan hukum yang mampu
mengintegrasikan magaSid secara metodologis dan operasional. Rekonstruksi ini dapat
dilakukan melalui pengembangan pedoman teknis, peningkatan kapasitas hakim, serta
penguatan paradigma hukum yang lebih substantif. Dengan langkah tersebut, maqasid al-
syari‘ah tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen
dalam menghasilkan putusan yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada keadilan

substantif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini mengonfirmasi bahwa
praktik peradilan agama masih didominasi oleh pendekatan legalistik. Namun demikian,
penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi secara konkret pola-pola
penerapan maqdSid dalam putusan hakim. Selain itu, penelitian ini juga menghubungkan
penerapan maqasid dengan keadilan substantif secara lebih eksplisit, yang belum banyak
dilakukan dalam studi sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan
integratif yang menggabungkan analisis konsep magasid dengan praktik putusan hakim secara
empiris berbasis dokumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan
sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana magasid dapat

dioperasionalkan dalam praktik peradilan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan magasid al-syari‘ah
sebagai pendekatan metodologis dalam hukum Islam. Integrasi antara magasid, teori
penemuan hukum, dan keadilan substantif menjadi kunci dalam membangun sistem hukum
yang lebih responsif dan adaptif. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini
menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berbasis 7aqgasid serta
penyusunan pedoman teknis dalam penyusunan putusan. Selain itu, lembaga peradilan juga
perlu mengembangkan standar evaluasi putusan yang tidak hanya berbasis kepatuhan
tethadap hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Dengan

demikian, penerapan magasid dapat dilakukan secara lebih sistematis dan konsisten.
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Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka,
sehingga tidak secara langsung menggali pengalaman dan perspektif hakim di lapangan. Hal
ini berpotensi membatasi kedalaman analisis terhadap proses pengambilan keputusan. Selain
itu, interpretasi terhadap dokumen juga bergantung pada perspektif peneliti, sehingga tidak
sepenuhnya bebas dari bias. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk
menggunakan pendekatan empiris, seperti wawancara mendalam atau observasi persidangan,
guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, penelitian ini
tetap memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi pola penerapan waqadSid al-

syari‘ah dan relevansinya dalam mewujudkan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan magasid al-syari‘ah dalam putusan
hakim pengadilan agama di Indonesia masih berada pada tahap transisional dan belum
terintegrasi secara sistematis. Terdapat tiga pola utama yang teridentifikasi, yaitu penerapan
implisit, penerapan parsial, serta penerapan eksplisit yang belum didukung oleh kerangka
metodologis yang baku. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai-nilai waqasid
telah hadir dalam pertimbangan hukum, penggunaannya belum terstruktur sebagai paradigma
analisis yang konsisten. Akibatnya, muncul disparitas putusan dalam perkara serupa serta
kecenderungan dominasi pendekatan legalistik formalistik yang belum sepenuhnya mampu

menjawab tuntutan keadilan substantif.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa penerapan maqaSid dipengaruhi oleh
faktor internal hakim, struktur sistem hukum, dan konteks sosial. Interaksi ketiga faktor
tersebut menentukan sejauh mana maqasid dapat dioperasionalkan dalam proses penemuan
hukum. Di sisi lain, penelitian ini mengonfirmasi adanya hubungan yang signifikan antara
integrasi magqasid dan terwujudnya keadilan substantif. Putusan yang berbasis waqasid
cenderung lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan,

terutama bagi kelompok rentan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan magasid al-syari‘ah sebagai
pendekatan metodologis dalam penemuan hukum, sekaligus mempertegas relevansinya
dalam kerangka keadilan substantif. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan

menghadirkan analisis empiris berbasis dokumen yang menghubungkan konsep wagasid
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dengan praktik peradilan. Secara praktis, temuan ini menekankan pentingnya peningkatan
kapasitas hakim melalui pelatihan berbasis magasid serta pengembangan pedoman
operasional yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai maqasid secara sistematis dalam
pertimbangan hukum. Dari sisi kebijakan, diperlukan reformasi yang mendorong
penyusunan standar evaluasi putusan yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian

hukum formal, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan substantif.

Mengingat keterbatasan penelitian ini yang berbasis studi pustaka sehingga belum
menggambarkan secara langsung dinamika praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau
observasi guna menggali secara lebih mendalam dinamika penalaran hakim dalam praktik.
Selain itu, pengembangan model operasional penerapan maqasid yang terukur dan aplikatif
menjadi agenda penting untuk memperkuat konsistensi dan kualitas putusan di pengadilan
agama. Dengan demikian, integrasi maqasid al-syari‘ah diharapkan tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam mewujudkan sistem hukum yang

adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
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